
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bu ton Utara di 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ~014 tentang 
Pemerintahan Daerah .(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Buton Utara; 

Menimbang 

BUPATI BUTON UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN BUTON UTARA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NO MOR 33 TAHUN 2017 

BUPATI BUTON UTARA 
PROVINSI SULAWESI TENGGA.RA 

n--- 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Buton Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Buton Utara. 
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Buton Utara. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Buton Utara; 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang 
melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan. 
teknis penunjang tertentu. 

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya 
disingkat Kepala UPTD pada Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Buton Utara. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN BUTON UTARA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Memperhatikan Surat Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 061 / 5420 
tanggal 19 September 201 7 Perihal Pembentukan UPTD 
Kabupaten Buton Utara; 

Perdagangan 
tentang Pedoman 
Tradisional, Pusat 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 5679); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

6. Peraturan Menteri 
Nomor 53/M-DAG/PER/ 12/2008 
Penataan dan Pembinaan Pasar 
Perbelanjaan dan Toko Modem; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 

8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 56 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 56); 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 
( 1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara 
terdiri atas : 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 4 
( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 
(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas; 

(3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah. 

BAB III 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kedua 
Klasifikasi 

Pasal 3 
1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), 

dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. 
(2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai beriku t : 
a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A untuk mewadahi 

beban kerja yang besar; dan 
b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B untuk 

mewadahi beban kerja yang Kecil; 
(3) Klasifikasi UPTD Pengelola Pasar pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara 
yaitu Kelas A. 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara 
yaitu UPTD Pengelola Pasar. · 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
Peraturan ini. 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 



Pasal 8 
( 1) Kepala UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan meliputi menyusun rencana, 
merumuskan sasaran pelaksanaan operasional serta 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang UPTD 
Pengelola Pasar. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), Kepala UPTD Pengelola Pasar 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja dalam rangka 

pelaksanaan tugas; 
b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait baik 

instansi pemerintah maupun swasta untuk 
kepentingan pelaksanaan tugas; 

c. pelaksanaan pengelolaan, pengendalian administrasi 
umum serta peralatan kantor UPTD; 

d. pelaksanaan pembinaan, penataan, dan penempatan 
pedagang sesuai dengan aturan yang berlaku; 

e. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi 
pemungutan Pendapatan Asli Daerah atas 
penggunaan pasar sesuai dengan peraturan yang 
berlaku; 

f. mempersiapkan pelayanan administrasi ijin 
pemakaian kios, balairung, tanah, dan pelataran 
pasar kepada pedagang/ pengguna pasar sesuai · 
peraturan yang berlaku; dan 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tata 
usaha UPTD. 

Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, UPTD Pengelola Pasar menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan 

Anggaran UPTD Pengelola Pasar; 
b. pengendalian dan pembinaan . ketatausahaan UPTD 

Pengelola Pasar; dan 
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD. 

Bagian Ketiga 
Togas dan Fungsi 

Pasal 6 
UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan operasional dan/ atau kegiatan teknis periunjang 
dibidang Pengelola Pasar yang secara langsung 
berghubungan dengan pelayanan masyarakat. 

a. Kepala UPTD; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
Peraturan ini. 



BABV 
PENGANGKATAN,KEPANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 
Pasal 12 

(1) Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian dalam 
J abatan struktural dilingkungan UPTD berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Kepala Dinas; 

BAB IV 
TATA KERJI~ 

Pasal 11 
( 1) Dalam melaksanakan tugas, kepala UPTD menerapkan 

prinsip koordinasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas 
masing-masing. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan 
bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta 
melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hirarki 
jabatan. 

. .........,, 

Pasal 10 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang 
keahlian dan kebutuhan. 

(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 9 
(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 5 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan yang meliputi menyusun 
rencana, menginventarisasi, melaksanakan kegiatan, 
menelaah serta mendokumentasikan, menyimpan, 
memelihara, mengendalikan, memeriksa dan pelaporan 
dibidang Tata U saha. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja kegiatan UPTD; 
b. menginventarisasi dan menyusun rencana 

kebut.uhan peralatan bahan dan operasional UPTD 
Dinas Pengelola Pasar; 

c. pelaksanaan kegiatan, surat menyurat, dan dokumen 
kearsipan surat-surat dinas; 

d. pengarsipan naskah dinas meliputi surat keluar dan 
surat masuk; 

e. menyimpan, memelihara, mengelola dan 
mendistribusikan kebutuhan rumah tangga kantor 
UPTD; dan 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tata 
usaha UPTD. 



BERITA ACARA KABUPATEN BUTON UT ARA TAHUN 2017 NO MOR ... 

-·-- 
~ 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal lf- I, _ 201 7 

H. ABU HASAN 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal .;:14 _ 11 - 201 7 

BUPATI BUTON UTARA, 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati im dengan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Buton 

tanggal pad a berlaku mulai ini Peraturan Bupati 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Utara. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

(3) Kepala UPTD merupakan Jabatan eselon IV.A. 
(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan 

eselon IV.B. 
(5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Kabupaten 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 



H. ABU HASAN 

BUPATI BUTON UTARA, 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL JABATAN 

ADMINISTRASI 

I 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

KEPALA 
UPTD 

BAGAN STRUKTUR ORGANISAST 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR .3.:3 TAHUN 2017 
TANGGAL q- \, _ 2017 
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA. 

\_.; 


